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/" KASUS DIRA TAMARINA

JPU dan Terdakwa
Tetap Pada Sikap

PALU, MERCUSUAR - Jaksa Penuntut Umum
(JPU) dengan pihak terdakwa Dira Tamarina tetap
pada sikap masing-masing, terkait kasus dugaan
korupsi dana penyertaan modal pada PD Sulteng
tahun 2007-2008. Dimana, JPU tetap pada tuntu-
tan, sedangkan terdakwa ngotot dengan pledoinya
(pembelaan).

Hal itu disampaikan kedua pihak dalam sidang
dengan agenda pembacaan replik oleh JPU, di-
lanjutkan dengan duplik oleh terdakwa, Senin
(26/8/2013).

JPU dalam replik yang dibacakan Denny Alvianto,
intinya menegaskan bahwa walaupun terdakwa
Dira Tamarina secara teknis bukan pelaksana

. pengadaan, tapi ia tetap harus mempertanggung-
jawabkannya dalam jabatan sebagai manajer Jasa
Konstruksi Perusahaan Daerah (PD) Sulteng.

Demikian pledoi yang menyebutkan bahwa
dana kegiatan tidak disetor terdakwa tapi diali-
hkan pada kegiatan lain berdasarkan keputusan
direksi, tidak dibenarkan. Sebab sebagai manajer
dan penanggung jawab kegiatan, maka terdakwa
berkewajiban serta harus menyetor dana tersebut
ke kas daerah.

Mendengar replik JPU, pihak terdakwa langsung
menyampaikan duplik secara lisan.

Penasehat hukum terdakwa, Riswanto SH men-
gatakan, pihaknya tetap berketetapan pada pledoi.
Sebab replik yang disampaikan JPU intinya telah
tertuang dalam tuntutan.

“Sidang ditunda dan dibuka kembali Senin
(2/9/2013) mendatang, dengan agenda pemba-
caan putusan,” tutup Ketua Majelis Hakim Rommel
F Tampubolon SH, usai-mendengar sikap JPU dan
Terdakwa.

Diketahui, Senin (22/7/2013), JPU menuntut
Dira Tamarina tiga tahun penjara dan denda
Rp50 juta subsider enam bulan kurungan. Selain
itu, ia juga dituntut membayar biaya pengganti
Rp329.750.000 subsider satu tahun enam bulan.

Dira Tamarina terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pa-
sal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999
yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi,
sebagaimana dakwaan subsidair JPU. ack





